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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. pedoman 

transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang ditulis dengan huruf 

Latin. Secara garis besar pedoman transliterasi sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

No.  Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif - Tidak dilambangkan ا .1

 Ba B Be ب .2

 Ta T Te ت .3

 Tsa  ׁS Es (dengan titik diatas) ث .4

 Jim J Je ج .5

6. 

   ح

Ha (dengan titik 

dibawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ .7

 Dal D De د .8

 Żal Ż Zet (dengan titik diatas) ذ .9

 Ra R Er ر .10

 Zai Z Zet ز .11

 Sin S Es س .12

 Syin Sy Es dan ye ش .13

 Es (dengan titik dibawah)   ص .14

15. 

   ض

De (dengan titik 

dibawah) 

16. 

   ط

Te (dengan titik 

dibawah) 

 Zet (dengan titik   ظ .17
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dibawah) 

 Ain ‘_ Koma terbalik di atas‘ ع .18

 Gain G Ge غ .19

 Fa F Ef ف .20

 Qof Q Qi ق .21

 Kaf K Ka ك .22

 Lam L El ل .23

 Mim M Em م .24

 Nun N En ن .25

 Wau W We و .26

 Ha H Ha هـ .27

 Hamzah _’ Apostrof ء .28

 Ya Y Ye ي .29

 

B. Vokal 

Vokal Tunggal Vokal Rangkap Vokal Panjang 

 ā = ا ai = ا ي  a = ا

 ī = ا ي au = ا و i = ا

 ū = ا و   u = ا

C. Vokal panjang atau maddah, lambangnya berupa harakat dan huruf. Dalam 

transliterasi tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda garis di 

atasnya. Contoh: ( 
 = نَسْتعَِيْن  ) dan (al- manfūsy = الْمَنْف وْشِ ) ,(al-qāri‘ah = الَْقَارِعَة  

nasta'īn). 

D. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid. 

Dalam transliterasi tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang bertanda syaddah itu. Contoh: (  النَّاس = an-nāsu), (  سَد =  

saddun). 
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E. Kata sandang dalam tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam. 

Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf “al”, baik itu kata sandang 

yang diikuti oleh huruf syamsiyah atau huruf qomariyah. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung. Contoh: (  الْجِبَال = 

al- jibālu ), (   ِحْمٰن  .( al- raḥmān = الرَّ

F. Ta’ marbu ah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, contohnya ( َرِحْلَة

تَاۤءِ  riḥlata asy-syitā`i), sedangkan Ta’ marbu =الشِّ ah mati atau ber

sukun, Dalam transliterasi tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”. 

Contoh: ( 
 .(al-qāri'ah = الَْقَارِعَة  

G. Hamzah, ketentuan transliterasi huruf hamzah menjadi tanda apostrof (’) 

hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. 

Contoh: (   ؤْيَة تَاۤءِ ) ,( ru’yah = ر   .(asy-syitā‘i =الشِّ
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MOTTO 

 

                         

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'”. 

 

  Surat Al-Baqarah :45 

 

 

“kesabaran adalah salah satu simpanan syurga, dan orang yang sabar di dunia 

merupakan orang yang dipilih Allah SWT untuk mengambil simpanan itu di 

syurga kelak” 

 

Imam Hasan Al-Bashri 
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ABSTRAK 
 

 

Kusumaningayu, Syiffa. 2011114012. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan 

Dalam Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Pekalongan. 

Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. Sam’ani Sya’roni, M.Ag. 

Sertifikasi tanah wakaf merupakan hal yang utama untuk menjaga 

keamanan dan kepastian hukum dari tanah yang diwakafkan, pemerintah sudah 

mengupayakan berbagai program untuk mendukung percepatan sertifikasi tanah 

wakaf secara nasional, termasuk di Kabupaten Pekalongan. Salah satu progam 

terbaru dari pemerintah melalui Kementerian Agama yang berkerjasama dengan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah dilakukanya nota kerjasama tentang 

program percepatan sertifikasi tanah wakaf,  di Kabupaten Pekalongan program 

ini sudah berjalan satu tahun, diharapkan program ini efektif untuk mempercepat 

proses pensertifikatan tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan. Permasalahan yang 

akan dikaji dalam skripsi ini meliputi: Bagaimana efektivitas pelaksanaan 

kebijakan dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten 

Pekalongan dan bagaimana implikasi dari adanya program percepatan sertifikasi 

tanah wakaf terhadap peningkatan jumlah tanah wakaf yang bersertifikat di 

Kabupaten Pekalongan. Skripsi ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai 

bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam program percepatan 

sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan. Selain itu dampak dari adanya 

pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf tersebut. 

Penelitian ini merupakan jenis yuridis empiris dengan pendekatan 

kualitatif. Sedangkan sumber penelitian ini terdiri dari sumber primer dan 

sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara nadzir wakaf, 

PPAIW, Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/ BPN selaku pihak yang berkerjasama dalam program percepatan 

sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan. Sedangkan sumber data 

sekunder didapat dari peraturan perundang-undangantentang wakaf, literatur, 

bacaan dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan 

data, peneliti menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 

pelaksanaan kebijakan dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di 

Kabupaten Pekalongan dinilai kurang efektif, karena jumlah pengajuan 

permohonan percepatan sertifikasi tanah wakaf baru mencapai 30 lokal tanah 

wakaf dalam waktu satu tahun padahal di Kabupaten Pekalongan masih ada 1.645 

lokal tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. dampak dari adanya program 

percepatan sertifikasi tanah wakaf terhadap peningkatan jumlah tanah wakaf yang 

bersertifikat adalah terlindunginya asset wakaf dari berbagai sengketa dan 

pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh nadzir, munculnya 

kesadaran nadzir untuk mulai mensertifikatkan tanah wakafnya, data-data tentang 

wakaf menjadi lebih teratur, wakaf dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan 

pengelolaan wakaf yang lebih terorganisir. 

 

Kata Kunci :. Efektivitas, Program sertifikasi, Wakaf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan 

umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 1Wakaf merupakan bentuk amalan 

yang disyariatkan,setiap muslim yang mampu berwakaf diperintahkan untuk 

memberikan sebagian hartanya di jalan Allah untuk diambil manfaatnya agar 

dapat digunakan untuk ibadah atau kepentingan umat lainya. Secara syariat wakaf 

dilakukan oleh seorang waqif dengan memberikan sebagian hartanya kepada 

mauquf ‘alaih dan disaksikan oleh dua orang saksi saat melakukan ijab-qabul atau 

serah terima benda wakaf, lain halnya dengan wakaf menurut hukum umum yang 

mengharuskan mencatatkan benda wakaf di instansi negara untuk menjaga 

legalitas dari benda wakaf tersebut dan jika benda wakaf tersebut berupa sebidang 

tanah, pendaftaran wakaf ini mampu memberikan kepastian hukum untuk tanah 

wakaf. 

Membahas soal wakaf, kita sering dihadapkan dengan berbagai 

permasalahan yang cukup rumit, dari permasalahan si wakif yang tidak 

melakukan AIW di kantor Urusan Agama setempat, dari pihak nadzir yang tidak 

mendaftarkan benda wakaf yang berupa tanah ke badan pertanahan Nasional 

                                                             
1 Kompilasi hukum islam pasal 215 ayat (1) 
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sampai dampak-dampak yang timbul dari masalah tersebut seperti berupa 

sengketa lahan dengan pihak keluarga, sengketa dengan pihak luar dan 

penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan nadzir wakaf, karena 

apabila seseorang telah melakukan perbuatan wakaf, benda yang menjadi objek 

wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diperlakukan dengan sesuatu 

yang menghilangkan kewakafannya, termasuk jika seorang wakif tadi telah 

meninggal dunia maka benda wakafnya tidak boleh diwariskan kepada ahli 

warisnya.2 Cara untuk mengatasi masalah wakaf yang kompleks tersebut adalah  

pihak pemerintah selalu berusaha untuk mengurangi jumlah tanah wakaf yang 

belum bersertifikat atau belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional dengan 

membuat regulasi-regulasi terbaru mengenai perwakafan, juga merumuskan 

berbagai program demi memudahkan nadzir wakaf untuk mendaftarkan tanah 

wakaf yang dikelolanya. 

Kebijakan dan program dari pemerintah untuk memudahkan nadzir wakaf  

mendaftarkan tanah wakaf salah satunya program percepatan sertifikasi tanah 

wakaf yang direkomendasikan oleh presiden secara langsung dan kemudian 

ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan 

menggandeng Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Republic 

Indonesia untuk berkerjasama dalam nota kesepahaman Nomor 9 Tahun 2015 dan 

Nomor 9/SKB/V/2015 tentang Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf dan Instruksi 

Menteri Agrarian Dan Tataruang / Kepala BPN Nomor 1/INS/II/2018 tentang 

Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia. 

                                                             
2Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 14 (Bandung : PT Almaarif,1987), h.162. 
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Tujuan dari kerjasama ini yaitu untuk mengajak bersama-sama mengurai 

permasalahan sertifikasi wakaf yang selama ini dinilai terlalu rumit prosedurnya 

dan memakan biaya yang tidak sedikit. Kerjasama tersebut kemudian dilanjutkan 

ditingkat wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Dengan 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 

2601/Kw.11.7/5/BA.03.2/03/2018 dan Nomor 01/SKB-33/III/2018 dan sampai 

kepada tingkat Kabupaten.  

Kabupaten Pekalongan sendiri telah melakukan kerjasama antara 

Kementerian Agama dengan Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional 

yang termuat dalam nota kerjasama Nomor 018/KK.11.26/7/HM.C0/05/2018 dan 

Nomor 689/33.26-300/V/2018 tentang Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. 

Kerjasama ini dilakukan pada tanggal 02 mei 2018, dan sejak tanggaal 

disepakatinya kerjasama tersebut program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini 

mulai berjalan. 

Kabupaten Pekalongan mempunyai 19 (Sembilan belas) Kecamatan, dari 

seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan hampir seluruhnya 

memiliki potensi tanah wakaf yang banyak. Namun dari jumlah tanah wakaf 

tersebut masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf. 

Menurut data wakaf Kementerian Agama pusat, keadaan wakaf di Kabupaten 

Pekalongan dapat dijabarkan sebagai berikut :3 

                                                             
3Http://Siwak.Kemenag.Go.Id/Persen_Jumlah_Tanah_Wakaf_Kab.Php?_Pid=Awm0azdml

21oukxzbfevb1pwqni4ut09&_Kbid=TUQ1WHJQWE9oeTNsL2haSzhSQ3NCUT09 Diakses Pada 

10 November 2019 
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http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=aWM0azdML21oUkxzbFEvb1pwQnI4UT09&_kbid=TUQ1WHJQWE9oeTNsL2haSzhSQ3NCUT09
http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=aWM0azdML21oUkxzbFEvb1pwQnI4UT09&_kbid=TUQ1WHJQWE9oeTNsL2haSzhSQ3NCUT09
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Tabel 1.1 

Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Pekalongan - Jawa Tengah 

No Provinsi Jumlah Luas [Ha] Sudah Sertifikat Belum Sertifikat 

Jumlah Luas [Ha] Persen Jumlah Luas [Ha] Persen 

1. T I R T O 260 11,27 192 8,30 73,85 % 68 2,97 26,15 % 

2. BUARAN 193 7,54 62 2,12 32,12 % 131 5,42 67,88 % 

3. WIRODESO 308 10,70 77 2,62 25,00 % 231 8,08 75,00 % 

4. SRAGI 164 4,43 100 2,56 60,98 % 64 1,87 39,02 % 

5. KEDUNGWUNI  407 23,97 74 2,90 18,18 % 333 21,07 81,82 % 

6. BOJONG 222 6,77 193 5,79 86,94 % 29 0,99 13,06 % 

7. WONOPRINGGO 255 22,65 125 9,68 49,02 % 130 12,97 50,98 % 

8. D O R O 340 21,25 136 2,12 40,00 % 204 19,13 60,00 % 

P
er

p
u

st
ak

aa
n

 IA
IN

 P
ek

al
o

n
g

an
   

   
   

  P
er

p
u

st
ak

aa
n

 IA
IN

 P
ek

al
o

n
g

an

http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=VmwxamU1R1VhVk4vQ2g3UE1JNjhqQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=VmwxamU1R1VhVk4vQ2g3UE1JNjhqQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=VmwxamU1R1VhVk4vQ2g3UE1JNjhqQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=VmwxamU1R1VhVk4vQ2g3UE1JNjhqQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=VmwxamU1R1VhVk4vQ2g3UE1JNjhqQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=VmwxamU1R1VhVk4vQ2g3UE1JNjhqQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=bGRjeWVVSTVNNTYxbVhFVGJta1RlZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=bGRjeWVVSTVNNTYxbVhFVGJta1RlZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=bGRjeWVVSTVNNTYxbVhFVGJta1RlZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=bGRjeWVVSTVNNTYxbVhFVGJta1RlZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=bGRjeWVVSTVNNTYxbVhFVGJta1RlZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=bGRjeWVVSTVNNTYxbVhFVGJta1RlZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=OUp5Yy9zc2VlWGFuNkozZzBTTURSQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=OUp5Yy9zc2VlWGFuNkozZzBTTURSQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=OUp5Yy9zc2VlWGFuNkozZzBTTURSQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=OUp5Yy9zc2VlWGFuNkozZzBTTURSQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=OUp5Yy9zc2VlWGFuNkozZzBTTURSQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=OUp5Yy9zc2VlWGFuNkozZzBTTURSQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=U0NrcHl3OG1tenZTeVFHVStSRGhsZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=U0NrcHl3OG1tenZTeVFHVStSRGhsZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=U0NrcHl3OG1tenZTeVFHVStSRGhsZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=U0NrcHl3OG1tenZTeVFHVStSRGhsZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=U0NrcHl3OG1tenZTeVFHVStSRGhsZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=U0NrcHl3OG1tenZTeVFHVStSRGhsZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=Tkg5YUZQMHd4WUhMTnlVc2s2Q3J5dz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=Tkg5YUZQMHd4WUhMTnlVc2s2Q3J5dz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=Tkg5YUZQMHd4WUhMTnlVc2s2Q3J5dz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=Tkg5YUZQMHd4WUhMTnlVc2s2Q3J5dz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=Tkg5YUZQMHd4WUhMTnlVc2s2Q3J5dz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=Tkg5YUZQMHd4WUhMTnlVc2s2Q3J5dz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=d1N5cFlCZnpWQzdtV3pTM1dlMHlTZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=d1N5cFlCZnpWQzdtV3pTM1dlMHlTZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=d1N5cFlCZnpWQzdtV3pTM1dlMHlTZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=d1N5cFlCZnpWQzdtV3pTM1dlMHlTZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=d1N5cFlCZnpWQzdtV3pTM1dlMHlTZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=d1N5cFlCZnpWQzdtV3pTM1dlMHlTZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=WG5Rcm1JbHZDOTAxK2JGT3M2R09GZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=WG5Rcm1JbHZDOTAxK2JGT3M2R09GZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=WG5Rcm1JbHZDOTAxK2JGT3M2R09GZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=WG5Rcm1JbHZDOTAxK2JGT3M2R09GZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=WG5Rcm1JbHZDOTAxK2JGT3M2R09GZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=WG5Rcm1JbHZDOTAxK2JGT3M2R09GZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=amY1dDJDN29LZ29NUnNsNU9BdlBuZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=amY1dDJDN29LZ29NUnNsNU9BdlBuZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=amY1dDJDN29LZ29NUnNsNU9BdlBuZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=amY1dDJDN29LZ29NUnNsNU9BdlBuZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=amY1dDJDN29LZ29NUnNsNU9BdlBuZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=amY1dDJDN29LZ29NUnNsNU9BdlBuZz09
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9. TALUN 100 2,16 57 0,80 57,00 % 43 1,36 43,00 % 

10. PETUNGKRIONO 48 0,48 17 0,28 35,42 % 31 0,20 64,58 % 

11. LEBAKBARANG 33 0,42 12 0,23 36,36 % 21 0,19 63,64 % 

12. KAJEN 268 15,49 147 8,51 54,85 % 121 6,98 45,15 % 

13. KARANGANYAR 103 3,89 97 3,45 94,17 % 6 0,45 5,83 % 

14. KANDANG SERANG 78 1,09 54 0,78 69,23 % 24 0,32 30,77 % 

15. KESESI 199 5,85 97 3,15 48,74 % 102 2,70 51,26 % 

16. PENINGGARAN 134 2,44 131 2,39 97,76 % 3 0,05 2,24 % 

17. SIWALAN 147 5,65 76 2,20 51,70 % 71 3,45 48,30 % 

18. KARANGDADAP 130 6,32 115 3,66 88,46 % 15 2,65 11,54 % 

19. WONOKERTO 64 2,15 46 1,63 71,88 % 18 0,52 28,13 % 

Jumlah 3.453 154,52 1.808 63,16 52,36 % 1.645 91,35 47,64 % 
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http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=N211SmNqNndNd0U0a012TnhhTStrdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=N211SmNqNndNd0U0a012TnhhTStrdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=N211SmNqNndNd0U0a012TnhhTStrdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=N211SmNqNndNd0U0a012TnhhTStrdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=N211SmNqNndNd0U0a012TnhhTStrdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=N211SmNqNndNd0U0a012TnhhTStrdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=dXk2WlFHNVdOK091L29MRFVQRDlqdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=dXk2WlFHNVdOK091L29MRFVQRDlqdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=dXk2WlFHNVdOK091L29MRFVQRDlqdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=dXk2WlFHNVdOK091L29MRFVQRDlqdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=dXk2WlFHNVdOK091L29MRFVQRDlqdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=dXk2WlFHNVdOK091L29MRFVQRDlqdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=TE1hV0dmTnJ5MDVUaTlVWG82TFFJQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=TE1hV0dmTnJ5MDVUaTlVWG82TFFJQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=TE1hV0dmTnJ5MDVUaTlVWG82TFFJQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=TE1hV0dmTnJ5MDVUaTlVWG82TFFJQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=TE1hV0dmTnJ5MDVUaTlVWG82TFFJQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=TE1hV0dmTnJ5MDVUaTlVWG82TFFJQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=OVpyRy96R2NpQU1tbWRoT0JsUGZ1Zz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=OVpyRy96R2NpQU1tbWRoT0JsUGZ1Zz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=OVpyRy96R2NpQU1tbWRoT0JsUGZ1Zz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=OVpyRy96R2NpQU1tbWRoT0JsUGZ1Zz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=OVpyRy96R2NpQU1tbWRoT0JsUGZ1Zz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=OVpyRy96R2NpQU1tbWRoT0JsUGZ1Zz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=UzQ5cE5sdkdTM1ZRZkJHenJDSEVRUT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=UzQ5cE5sdkdTM1ZRZkJHenJDSEVRUT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=UzQ5cE5sdkdTM1ZRZkJHenJDSEVRUT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=UzQ5cE5sdkdTM1ZRZkJHenJDSEVRUT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=UzQ5cE5sdkdTM1ZRZkJHenJDSEVRUT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=UzQ5cE5sdkdTM1ZRZkJHenJDSEVRUT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=dG5MVEM1NG9DTmpCKzFOL3ZzRGZlZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=dG5MVEM1NG9DTmpCKzFOL3ZzRGZlZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=dG5MVEM1NG9DTmpCKzFOL3ZzRGZlZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=dG5MVEM1NG9DTmpCKzFOL3ZzRGZlZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=dG5MVEM1NG9DTmpCKzFOL3ZzRGZlZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=dG5MVEM1NG9DTmpCKzFOL3ZzRGZlZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=a0RWV3pTQll3eHhyMkZBY2QzdWJiQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=a0RWV3pTQll3eHhyMkZBY2QzdWJiQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=a0RWV3pTQll3eHhyMkZBY2QzdWJiQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=a0RWV3pTQll3eHhyMkZBY2QzdWJiQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=a0RWV3pTQll3eHhyMkZBY2QzdWJiQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=a0RWV3pTQll3eHhyMkZBY2QzdWJiQT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=RUhMU28rYVF6KzdrUXhObnJBYUdjUT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=RUhMU28rYVF6KzdrUXhObnJBYUdjUT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=RUhMU28rYVF6KzdrUXhObnJBYUdjUT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=RUhMU28rYVF6KzdrUXhObnJBYUdjUT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=RUhMU28rYVF6KzdrUXhObnJBYUdjUT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=RUhMU28rYVF6KzdrUXhObnJBYUdjUT09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=am10dzUvRHlaUnVBVVpzWElIVWJpdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=am10dzUvRHlaUnVBVVpzWElIVWJpdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=am10dzUvRHlaUnVBVVpzWElIVWJpdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=am10dzUvRHlaUnVBVVpzWElIVWJpdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=am10dzUvRHlaUnVBVVpzWElIVWJpdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=am10dzUvRHlaUnVBVVpzWElIVWJpdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=S2dORXVBSTdUWnFBSGdDZDBpbktrdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=S2dORXVBSTdUWnFBSGdDZDBpbktrdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=S2dORXVBSTdUWnFBSGdDZDBpbktrdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=S2dORXVBSTdUWnFBSGdDZDBpbktrdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=S2dORXVBSTdUWnFBSGdDZDBpbktrdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=S2dORXVBSTdUWnFBSGdDZDBpbktrdz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=UEdzdUUwc0xoQjdNRWt5UFg4UjNwZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=UEdzdUUwc0xoQjdNRWt5UFg4UjNwZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_sertifikat.php?lok=UEdzdUUwc0xoQjdNRWt5UFg4UjNwZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=UEdzdUUwc0xoQjdNRWt5UFg4UjNwZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=UEdzdUUwc0xoQjdNRWt5UFg4UjNwZz09
http://siwak.kemenag.go.id/list_nonsertifikat.php?lok=UEdzdUUwc0xoQjdNRWt5UFg4UjNwZz09
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Data diatas menunjukan bahwa di Kabupaten Pekalongan memiliki tanah 

wakaf sebanyak 3.453 lokal, dengan 1.808 lokal tanah wakaf yang sudah memiliki 

sertifikat atau 52,36% dari total keseluruhan tanah wakaf dan 1.645 lokal tanah 

wakaf yang belum memiliki sertifikat atau 47,64% dari jumlah keseluruhan tanah 

wakaf yang ada di Kabupaten Pekalongan. Potensi wakaf terbanyak terletak di 

Kecamatan Kedungwuni yang memiliki 407 lokal tanah wakaf dan potensi wakaf 

paling sedikit terdapat di Kecamatan Lebak Barang dengan jumlah 33 lokal tanah 

wakaf. Tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah tergolong masih 

banyak, hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk mengadakan upaya-

upaya meminimalisir jumlah tanah wakaf yang belum tersertifikat dan masyarakat 

juga harus turut mendukung upaya tersebut. 

Menurut penjelasan dari Bapak Budi selaku kepala Pendaftaran Hak Tanah 

di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pekalongan bahwa realisasi 

program percepatan sertifikasi tanah wakaf dari pemerintah Kabupaten 

Pekalongan ini diharapkan mampu mendorong para nadzir wakaf yang ada di 

Kabupaten Pekalongan agar segera mengurus sertifikat tanah wakaf terutama 

tanah wakaf yang diperuntukan sebagai sarana peribadatan agar tanah wakaf 

tersebut mempunyai kekuatan hukum dan menghindari terjadinya sengketa 

dengan pihak lain. 4 Program ini diharapkan mampu menekan angka tanah wakaf 

yang belum memiliki sertifikat di Kabupaten Pekalongan. 

                                                             
4 Budi, Kepala Pendaftaran Hak Tanah Kementerian Agraria Dan Tataruang , Wawancara 

Pribadi, Wiradesa, 12 Februari 2019. 
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Dari pemaparan masalah ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai “Efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam 

program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam program percepatan 

sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan? 

2. Bagaimana implikasi kebijakan dalam program percepatan sertifikasi 

tanah wakaf terhadap peningkatan jumlah tanah wakaf yang bersertifikat 

di Kabupaten Pekalongan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan 

dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten 

Pekalongan. 

b. Untuk mengetahui implikasi yang timbul dari adanya kebijakan 

dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten 

Pekalongan. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pengembangan wacana mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah 

wakaf. 
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2) Penelitian ini bersifat akademis yang berguna sebagai khasanah 

atau pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. 

3) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang  

permasalahan wakaf, khususnya dalam pensertifikatan tanah 

wakaf.  

b. Secara Praktis 

Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat 

guna memperoleh gelar Strata Satu (S1). 

 

D. Kerangka Teori 

Penelitian ilmiah tentunya tidak bisa lepas dari teori. Dari judul “Efektivitas 

Pelaksanaan Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf  Di  Kabupaten 

Pekalongan”, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan penulis berkaitan 

dengan penerapan kebijakan atau aturan tentang adanya program percepatan 

sertifikasi wakaf, sehingga teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum. 

Peneliti menggunakan teori efektivitas hukum yang menurut peneliti teori 

ini relevan terhadap kajian penelitiannya. Teori efektivitas hukum menjelaskan 

bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan ketika diterapkan dalam 

masyarakat.5 Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah efektif 

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu : 

 

                                                             
5 Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normative & 

Empiris,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2013),h.141. 
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1. Faktor dari undang-undangnya sendiri 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan masyarakat, sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.6 

Penggunaan teori tersebut tepat untuk mengkaji permasalahan tentang 

bekerjanya peraturan tentang pelaksanaan kebijakan dan program percepatan 

sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan.  

Cara untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita 

pertama-tama harus dapat mengukur ‘sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau 

tidak ditaati’. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 

menjadi sasaran ketaatannya kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang 

bersangkutan adalah efektif. Menurut Lawrence Friedman suatu peraturan 

perundang-undangan di katakana efektif jika penerapanya memenuhi 3 komponen 

yaitu :7 

1. Substansi hukum( substance rule of the law),  

2. Struktur hukum (structure of the law)  

3. Budaya hukum (legal culture) 

 

                                                             
6 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : 

PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8 
7 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial (The Legal System A 

Social Sience Prespektive),(Bandung : Nusa Media,2009), h.32 
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E. Tinjauan Pustaka 

Skripsi karya Ilman Khaqiqi (2017) “Kesadaran Masyarakat Dalam 

Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kelurahan Kajen, Kabupaten 

Pekalongan)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor apa yang 

menjadikan masyarakat di Kelurahan Kajen Kabupaten Pekalongan kurang 

memiliki kesadaran hukum dalam sertifikasi tanah wakaf diantaranya seperti 

pemahaman nadzir akan pentingnya sertifikasi dan faktor sosialisasi dari pihak 

KUA kepada para nadzir.8 Perbedaannya dengan penelitian ini adalah skripsi ini  

tidak menjelaskan bagaimana solusi dari kurangnya kesadaran masyarakat 

terutama para nadzir  untuk mensertifikatkan tanah wakafnya dan penelitian ini 

menjelaskan tentang pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf 

sebagai solusi dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah 

wakafnya. 

Skripsi karya dari Riesky Diyah Mumpuni (2017) “Peran Nadzir Dalam 

Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Undang-undang Wakaf (Studi di Desa 

Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)”. Dalam skripsi ini  

mengkaji masalah bagaimana tanah wakaf di Desa Kandeman banyak yang belum 

bersertifikat dan bagaimana peran nadzir yang dapat dilakukan untuk sertifikasi 

tanah wakaf di Desa kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.9 

                                                             
8 Ilman Khaqiqi, “Kesadaran Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di 

Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan)”, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah  (Pekalongan : Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan,2017), h.ix. 
9 Riesky Diyah Mumpuni, “Peran Nadzir Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Undang-

Undang Wakaf (Studi Di Desa Kandeman Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)”, Skripsi 
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Perbedaannya dengan penelitian ini adalah tidak menyebutkan program 

percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai salah satu solusi dari permasalahan 

banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat di desa kandeman Kecamatan 

Kandeman Kabupaten Batang. 

Skripsi karya dari Lestari Rahma Yuniarti (2016) “Kesadaran Hukum 

Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Pekalongan 

Utara)”. Dalam skripsi ini menjelaskan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di 

Kecamatan Pekalongan Utara dan asumsi konvensional yang dimiliki masyarakat 

sekitar terhadap pelaksanaan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. 10 

Perbedaanya dengan penelitian ini adalah belum adanya program percepatan 

sertifikasi tanah wakaf sebagai solusi dari permasalahan kurangnya sertifikasi 

tanah wakaf. 

Tesis karya Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi (2016) “Proses 

Pensertifikatan Tanah Wakaf (Studi Di kecamatan Widodaren Kabupaten 

Ngawi)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana mekanisme pensertifikatan 

wakaf yang terjadi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi proses persertifikatan tanah wakafnya seperti adanya 

kesalahan dari wakif yang memilih nadzir secara sembarangan (tidak sesuai 

dengan peraturan) dan juga permasalahan tidak adanya biaya unutk mengurus.11 

                                                                                                                                                                       
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah (Pekalongan : Perpustakaan Institut Agama 

Islam Negeri Pekalongan,2017), h. Vii.  
10 Lestari Rahma Yuniarti, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf 

(Studi Di Kecamatan Pekalongan Utara)”, Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah 

Dan Ekonomi Islam (Pekalongan : Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, 

2016), h. X. 
11 Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi,”Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf (Studi Di 

Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)”, Tesis, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga,2016), h. 

Vii. 
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Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak adanya pembahasan mengenai 

program percepatan sertifikasi tanah wakaf. 

Jurnal syiar-syiar oleh Syaukani (2018) “Pendaftaran Tanah Wakaf 

Kaitanya Dengan Perberdayaan Ekonomi umat”. Hasil  penelitian ini adalah 

membahas tentang relevansi pendaftaran tanah wakaf terhadap perkembangan 

ekonomi umat.12 Perbedaannya dengan penelitian ini adalah  dalam penelitian ini 

hanya membahas program percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh kementerian 

Agama Kabupaten Pekalongan dan beberapa faktor yang mempangaruhi proses 

pelaksanaan program tersebut.  

Jurnal ZISWAF oleh Moh. Rosyid (2016) “Peran Sertifikat Tanah Wakaf 

Dalam Mengantsipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah 

Muawanatul Muslimin Di Kudus”. Dalam penelitian ini membahas tentang 

manfaat atau peran dari adanya sertifikat tanah wakaf sebagai bukti legal dalam 

menghadapi perkembangan zaman, manfaat sertifikat tanah wakaf bagi Madrasah 

Diniyah Muawanatul muslimin.13Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak 

adanya pembahasan tentang program percepatan sertifikasi tanah wakaf . 

Jurnal oleh M. Mahbub Junaidi (2015) “Efektivitas Pensertifikatan Tanah 

Wakaf Di Kabupaten Pasuruan (Studi di Departemen Agama Kabupaten 

Pasuruan)”. Dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas pensertifikatan 

tanah wakaf di Kabupaten Pasuruan yang timbul dari permasalahan akibat tidak 

                                                             
12 Syaukani, “Pendaftaran Tanah Wakaf  Kaitanya Dengan Perberdayaan Ekonomi Umat”, 

(Medan : Jurnal Syiar-Syiar Fakultas Agama Islam Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, 

Indonesia, No.1, Januari, 2018), h.12.   
13 Moh. Rosyid, “Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantsipasi Dinamika Zaman: 

Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di Kudus”, Jurnal Zakat Dan Wakaf 

(ZISWAF), Vol. 3, No. 1, Juni, 2016, h.123. 
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didaftarkannya tanah yang sudah diikrarkan wakaf oleh pihak nadzir dan beberapa 

kendala yang menghalanginya. 14Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada 

adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai solusi yang diberikan 

oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah tanah wakaf yang belum memiliki 

sertifikat. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

terdahulu, diantara persamaanya adalah penelitian yang dilakukan di bidang 

perwakafan yang mencangkup prosedur dan administrasi sertifikasi perwakafan 

tanah di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak adanya 

permasalahan tentang pelaksanaan kebijakan dan program percepatan sertifikasi 

tanah wakaf dari Kementerian Agama yang berkerjasama dengan Kementerian 

Agraria dan Tata ruang untuk mengurangi jumlah tanah wakaf yang belum 

bersertifikat di kabupaten Pekalongan. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian 

terhadap efektivitas hukum, yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum 

berorperasi dalam masyarakat.15 Jenis penelitian yuridis empiris tepat digunakan 

dalam penelitian ini karena secara yuridis penelitian ini mengkaji peraturan yang 

saat ini berlaku yaitu peraturan tentang program percepatan sertifikasi tanah 

                                                             
14 M. Mahbub Junaidi, “Efektivitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Pasuruan 

(Studi di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan)”. Jurnal Program Studi Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015, h.2 
15Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika,2011),h.31 
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wakaf di Kabupaten Pekalongan kemudian secara empiris penelitian ini berfokus 

pada pelaksanaan kebijakan dan program percepatan sertifikasi tanah wakaf yang 

terjadi di Kabupaten Pekalongan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk 

mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang, atau suatu keadaan pada tempat 

tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Sehingga nantinya 

penampilan data yang disampaikan bisa dipahami dan dicerna dengan jelas.16 

Dalam penelitian ini menggunakan gejala yang ada dalam masyarakat mengenai 

reaksi atau sikap nadzir di Kabupaten Pekalongan terhadap adanya program 

percepatan sertifikasi tanah wakaf.  

3. Sumber Data 
 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kementerian Agama 

Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN 

selaku pihak yang berkerjasama dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf 

di Kabupaten Pekalongan, nadzir wakaf, kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat 

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sumber data primer ini dikumpulkan dari tangan 

pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan.17  

 

                                                             
16 Djam’an Satori Dan Aan Komariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif,  (Bandung : 

Alfabeta, Cetakan Ke-3, 2011), H.. 22 
17Muslan Abdurrahman, Sosiologi Dan Metode Pebelitian Hukum, (Malang : UMM Press, 

2009), H..112. 
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b. Sumber data sekunder 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  , Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tatacara Pendaftaran 

Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agraria 

Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 6 Tentang Tata Cara Pendaftaran 

Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional, Instruksi Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/INS/II/2018 tentang percepatan 

pensertipikatan tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia 

Kompilasi Hukum Islam. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi Nota kerjasama 

antara Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pekalongan dengan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tetang Percepatan Sertipikasi 

Tanah Wakaf  Nomor :018/KK.11.26/7/HM.00/05/2018, Nomor : 

689/33.26-300/V/2018, literatur buku dan jurnal yang berhubungan 

dengan masalah sertifikasi tanah wakaf. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab 

antara pewawancara dengan responden secara langsung dan jawaban dari 

responden dicatat atau direkam. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara 

merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan 

sumber informasi , dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek 

yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.18 Wawancara dilakukan dengan 

Kementerian Agama dan Kementerian Agrarian dan Tataruang, nadzir wakaf ,  

Kepala KUA yang bertugas sebagai Pejabat Pencataat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW),. Wawancara ini peneliti gunakan untuk memperoleh data bagaimana 

pelaksanaan program sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis atau dicetak  untuk digunakan 

sebagai suatu catatan atau bukti.19 Penulis mengumpulkan beberapa data 

pendukung seperti jumlah tanah wakaf yang telah disertifikasi setelah adanya 

program percepatan sertifikasi tanah wakaf dari Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Pekalongan dan beberapa dokumen penunjang lainya. 

5. Teknik pengecekan keabsahan data  

Dalam penelitian ini pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan 

terhadap nadzir wakaf, Petugas Pencatat Akta ikrar Wakaf (PPAIW), Kementerian 

                                                             
18A. Muri Yusuf, Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta :Prenada Media Group,2014), h. 372.  
19 Djam’an Satori Dan Aan Komariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif 

(Bandung:Alfabet,2011), h. 146. 
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Agama Kabupaten Pekalongan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

pertanahan nasional Kabupaten. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik 

wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang terkait. 

6. Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang mencakup 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, teknik tersebut sangat 

berhubungan selama dan setelah pengumpulan data. Proses dimulai dengan 

mengumpulkan data kemudian mempelajari dan menelaah data dari berbagai 

sumber, baik itu dari sumber data primer atau data sekunder.  

Selanjutnya mereduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan atau 

pemusatan data mentah yang diperoleh di lapangan studi dengan cara merangkum 

data secara bertahap selama proses pengumpulan data berlangsung. Dalam 

menganalisa, penulis menggunakan pendekatan non statistik untuk menganalisa 

data deskriptif atau biasa disebut dengan analisis isi (content analysis) dengan 

mendeskripsikan  bagaimana pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah 

wakaf  di Kabupaten Pekalongan setelah adanya program percepatan sertifikasi 

tanah wakaf tersebut. 

Data kualitatif bisa disusun dan ditafsirkan oleh penulis selama mereduksi 

data dengan berdasarkan masalah dan tujuannya. Setelah mereduksi data maka 

langkah penulis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian biasanya berbentuk 

uraian kata-kata. Selain itu, hasil penelitian kualitatif juga dapat disajikan dengan 
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mendeskripsikan tentang peristiwa dari kehidupan atau beberapa bagian pokok 

dari kehidupan seseorang dengan kata-katanya sendiri.20 

Langkah yang terakhir adalah menarik suatu kesimpulan dari keseluruhan 

data yang diolah untuk memperoleh data yang sebelumnya tidak valid menjadi 

valid dengan berupa kausal, proposisi dan teori. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran-gambaran pokok mengenai skripsi yang telah 

dilakukan oleh penulis, maka sistematika penulisannya, yaitu : 

Pada bab pertama berisi pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Pada bab kedua memaparkan tentang teori yang akan digunakan sebagai 

pisau analisis, teori yang digunakan yaitu teori efektivitas hukum dari Soerjono 

Soekanto lalu konsep yang digunakan yaitu konsep tentang wakaf seperti 

pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, proses pendaftaran 

tanah wakaf, dan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. 

Pada bab ketiga memaparkan hasil penelitian. Bagian pertama, deskripsi 

data yang berupa gambaran umum Kabupaten Pekalongan. Bagian kedua, 

program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Bagian ketiga, pelaksanaan kebijakan 

dan program percepatan sertifikasi tanah wakaf.  

                                                             
20 Bagong Suyanto Dan Sutinah, Metodologi Penelitian Sosial  (Jakarta : Kencana Prenada 

Media Group, 2010), H..174. 
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19 
 

 
 

Pada bab keempat berisi analisis, yang meliputi: bagian pertama, berisi 

analisis hasil penelitian mengenai efektivitas Pelaksanaan program percepatan 

sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pekalongan . dan bagian kedua berisi tentang 

implikasi dari adanya program percepatan sertifikasi tanah wakaf terhadap 

peningkatan jumlah tanah wakaf yang bersertifikat di Kabupaten Pekalongan. 

Pada bab kelima berisi penutup, didalamnya termuat kesimpulan, saran, 

serta lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan kebijakan dan program percepatan sertifikasi tanah wakaf di 

Kabupaten Pekalongan dinilai kurang efektif, hal ini dapat dibuktikan dari 

adanya pengajuan permohonan percepatan sertifikasi tanah wakaf di 

kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sebanyak 30 lokal tanah wakaf 

dalam waktu satu tahun padahal di Kabupaten Pekalongan masih ada 1.645 

lokal tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Dan dari data diatas 

belum ada data yang jelas mengenai jumlah tanah wakaf yang sudah 

bersertifikat melalui program tersebut. 

2. Implikasi atau dampak dari adanya program percepatan sertifikasi tanah 

wakaf di Kabupaten Pekalongan adalah adanya peningkatan jumlah tanah 

wakaf yang bersertifikat di Kabupaten Pekalongan, terlindunginya asset 

wakaf dari berbagai sengketa dan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin 

dilakukan oleh nadzir, munculnya kesadaran nadzir untuk mulai 

mensertifikatkan tanah wakafnya, data-data tentang wakaf menjadi lebih 

teratur, wakaf dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan pengelolaan 

wakaf yang lebih terorganisir. 

B. Saran  

1. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, hendaknya 

menginventarisir data wakaf yang telah diajukan oleh nadzir ke Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan sebagai tindak lanjut dan 
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laporan hasil dari program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten 

Pekalongan.  

2. Bagi nadzir wakaf yang ada di Kabupaten Pekalongan, penulis harap para 

nadzir mempunyai inisiatif untuk mencari informasi tentang wakaf di mana 

saja. Di zaman yang modern ini, internet menyediakan berbagai macam 

informasi, termasuk informasi terbaru tentang wakaf yaitu adanya program 

percepatan sertifikasi tanah wakaf dari Kementerian Agama yang berkerjasama 

dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Atau nadzir dapat mendatangi 

Kantor Urusan Agama untuk mencari informasi tentang adanya program 

percepatan sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kabupaten Pekalongan. 
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Transkip Wawancara 

Nama   : Bapak Gunawan 

Selaku   : Ketua Penyelenggara Syariah 

Instansi  : Kementrian Agama Kabupaten Pekalongan 

 

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara Kementrian Agama dengan Badan 

Pertanahan Negara terkait masalah percepatan Sertifikasi tanah wakaf di 

kabupaten pekalongan? 

Jawab : 

2. Kapan kerjasama / MOU itu dilakukan? 

3. Bagaimana konsep sosialisasi program tersebut? 

4. Berapa biaya untuk membuat sertifikat tanah wakaf setelah adanya 

program percepatan sertifikasi tanah wakaf? 

5. Apakah ada atau tidak bentuk kerjasama dengan PPAT untuk mengurus 

sertifikasi tanah wakaf ini? 

6. Sejauh ini ada atau tidak peningkatan jumlah tanah wakaf yang 

bersertifikat? 

. 
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